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» BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NGMOR : 03 TAHUN 2014 .

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggasan Pendapatam dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan

&okumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah untuk mempercleh persetujuan bersama;

hahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
luruf a, disebabkan karenia perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah, terjadi pergeseran anggaran antar unit orgenisasi, antar jenis kegiatan dan antar jenis belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perfu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015.
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12.

13.

14.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemrbarzn Negara Repubik Indenesia
Nomor 3851});

Undang - Undang Nomer 6 Tahur 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noricr 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dar Kabupaten Majuku Tenggara Berat {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomeor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik indenesia Nemor 3851);

Undang ~ Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negzra Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomer 01 Takun 2004 tentang Perbendaharaan Negara iLembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomer 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4400 |5

Uindang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioral ieinbaran Negare Republi
Indonesia Tahun 2004 Nomer 104, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4421j;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Aniara Pemerintah Fusat dan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran: Negara Republik indenesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Takun 2011 tentang Pembertukan Peraturar Perundang-Undangan (Lembaren Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

ST e

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20@0 tentang Kendudukan Keuangan Kepala Dacrah dar Wakil Kepala Daerah

(embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2005
Nowmor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomeor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomer 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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19.

20.

Peraturan Pemerintan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576};

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nagara Republik indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;};

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran ifegara Republik Indonesia
Nomor 4639); -

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapgrari Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614,
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokuler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Repu:blik Indonesia Talun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indoniesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5i65);

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahum 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan: Keuangan
Daerah { Lembaran Dacrah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 79);
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30.

31.

32.

33.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 92 Tahun 2088 tentang Pembentukan Crganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2083 Nomor 01, Tambahan
Peraturan Daerah Kabupaten Malukw Tenggara Barat Nomer 02 Tahun 2013 temtang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mzluku Tenggara Barat Takun 2013, Nomor 02, Tambahan Lembasran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor
151}; v

Peraturan Daerah Kabupaten Malukw Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013 temtang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Orgamisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Maiuku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 03, Tambahen Lembaran Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Nomor 152); '

Peraturan Daerah Kabupaten Malukw Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerzh Kabi: paten Meluku Tenggara Barat {Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembarar Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 153);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluke Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Malulku Tenggara Barat Nomor 154});

Peraturan Daerah Kabupater. Maluku Tenggara Berat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubshan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 {Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Tahun 2014 Nomor 163i;

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2014 temtang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 163j;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENCGGARA BARAT
dan
BUPATI MALUKU TENCGARA 2ARAT

" MEMUTUSKAN :
Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUXU TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015
BAB 1 -

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagas berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 730.872.996.502,24
Z. Belanja Daerah Ro. 722.967.419.136,64
Surplus / (Defisit) Rp. 7.955.577.365.60

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 79.915.864.738,50

b. Pengeluaran Rp. 87.821.442.104,10
Jumlah Pembiayaan neto Rp. (7.905.577.365,50)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. - {0,00)

Pasal 2
1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah Rp. 24.809.611.878,68
b. iana Perimbangan, sejumlah - Rp. 624.569.645.000,00
¢. Lain - iain Pendapatan Daerah Yang Sah, sejumlah Rp. 81.493.739.623,56




a. Pajak Daerah, sejumlah Rp.
b. Retribusi Daerah, sejumlah Rp.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.
c. Luin - lain Pendapatan Asli Daetah yang sah, sejumlah Rp.
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurui b terdiri dari jenis pendapatan .
a. Dana Bagi Hasil Pajak / Ragi Hasil Bukan Pajak, sejumlah Rp.
b. Dana Alokasi Umumn, sejumlak % Rp.
c. Dana Alokasi Khusus, sejumlab Rn.
‘ain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} buruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendspatan Hibah, sejumiah Rp.
b. Dana Darurat, sejumclah Rp.
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, sejumlah Rp.
4. Dana Penvesuaian dan Otonomi Kbusus sejumiah, sejumlah Rp.
e. Pendapatan Lainnya, sejumlah Rp
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
&. Belanja Tidak Langsung, sejumlah Rp.
b. Beiania Langsung, sejumlai Rp
Beianja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belania Pegawai, sejumlah Rn
b. Belanja bunga, sejumlah Rp.
c. Belanja Subsidi, sejumlah Rp.
d. Belanja Hibah, sejumlah Rp.
e. Belanja Bantuan Sosial, sejumiah Rp.
f. Belanja Dana Transfer Pemerintah Pusat Kepada Daerah, sejumlah Rp.
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, sejuml Rp.
h. Belanja Tidak Terduga, sejumlaly Rp.-
i  Belanja Bartuan Modal Usaha, sejumiah Rp.
Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp.
b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah Rp.
¢. Belanja Modal, sejumlah Rp.

vi

Pendapatan Asli Daerah sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatian :

1.240.697.50C.06
§.273.891.123.56
60.209.863.0GC,20
10.760.348.003.,C5

334.936.551.963,43
388.030.857.168,21

287.241.386.842,43

15.795.000.0C0,50
2.778.391.280,060
10.7609. "?47 651 00

AV TP TE A T,V

2.000.000.000,00

49.950.346.000,00
156.913.976.618,00
181.166.544.550,21




Pasal 4
1) Pembiayaan Daeran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdini dani :

a. Penperimaan, sejumiah Rp. 79.915.854.738,50
b. Pengeluaran, seiumiab Rp. 87.821.442.104,10
2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huzuf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggarar Tahun Anggaran sebeiumnya (SiLPA), sejumlah Rp. 79.915.864.758,50
b. Pencairan Dana Cacdzngen, sejumleh Rp. .
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sejumslab Rp. 5
d. Penerimaan Pinjaman Daerah, sejumlah Rp. )
e. Pencrimean Kembali Pemberian Pinjamar., seiumlah Rp. -
f  Penerimaan Piutang Daerah, sejumiah Rp. -
Pasal 5 -

Ursian lebih 'anjut Perubzahan Anggaran Pendapatar: dan Belanja Daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantur: dalam lampiren yang merupzkan bagian

Fung<asan Perubanan AFED |

1. Lampiranl
2. Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran HI : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusam Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5 Lampiran V : Rekapitulasi Peruoahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
6. Lampiran Vi : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan can Per Jabatan;
7. Lempiran VI : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIl : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
9. Lampiran IX . Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
: ini:

12. Lampiran X . Daftar Pinjaman Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah.

BABII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.




Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerzh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten ¥Maluku
Tenggara Barat.

Ditetapkan di Sanmlaki
paca tangeal : 20 Desember 2014

BUPAT! MALUKU TENGGARA BARAT,

BITZAEL SALVESTER TEMMAR
Diundangkan i Saumlaki

pada tanggal : 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

S
oD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 03

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,
PROVINSI MALUKU : NCMOR 54 TAHUN 20%4
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